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TEIfTAI|G

TATA CARA PEI{GADAAN BARAITG/JASA DI DESA

DENGAN RATIMAT TI'IIAIT YANG MNIA ESA

BUPATI KONAWE SELIITAIY,

a. bahwa untuk melaksalakan ketentuan Pasal 156 ayat
(3) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor I Tahun 2016 tentang Desa, Bupati
menetapkan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa;

b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2OO3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 104
Tahun 2OO4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Menimbang

Mengingat



6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 ter:tar,.g Desa

(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14

Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indinesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 l.enteng Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14

Nomor 246, Tambatran kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2O07 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota. (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor A2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 123, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O15 Nomor 157, Tambahan kmbaral Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2O14 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah teralhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

1 1 . Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O l0 tentang
Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang
Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 ?ahun
2Ol4 tentang Peraturan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2O91);



13. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 113 Tahun
2O 14 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Ta}:un 2074 Nomor 2093);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2Ol4 tefiang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 2O94);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor

2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun

2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O16 Nomor 4);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
20 15 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O16 Nomor 6);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun
2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
2O16 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 11OO);

21. Peraturan Kepala lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OL3
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1367);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor
1O Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan (L,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2OO7 Nomor 1O);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1

Tahun 2016 tentang Desa (kmbaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1,

Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2O16 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2016 Nomor 8).
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MEMUTUSKAN

PERATURAIT BUPATI XOIVAWE SEI"ATA"IT TEITTAITG

TATA CARA PENGADAAT{ BARANG/JASA DI DESA.

BAB I
XETENTUAIT TIMUIE

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai

wilayah kerja kecamatan;
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan ruma-h tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah;

9. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan
dalam rangka melaksanakan peraturan Desa maupun
Peraturan Kepala Desa;

10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
(PKPKDes) adalah Kepala Desa yang karena jabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjut5ra
disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;



12. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang
selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat Desa yang
ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanalan
pengelolaan keuangan Desa;

13. Pengadaan Barang/Jasa di Desa adalah kegiatan untuk
memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik
dilakukan dengal cara Swal<elola maupun melalui
Penyedia Barang/Jasa;

14. Swakelola adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa
dimana pekerjaannya direncanakan, dikedakan
dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan;

15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau
perorangan yang menyediakan Barang/Jasa;

l6.Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK
adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala
Desa dengan Surat Keputusan, yang terdiri dari unsur
Pemerintah Desa dan Unsur lrmbaga Kemasyarakatan
Desa untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa di
Desa.

BA.B II
MAKS['I), TUJUAIS DAN RUAITG LII{GKI'P

Pecal 2
Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan
pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 3
Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar Pengadaan
Barang/Jasa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik
dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 4
(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Pengadaan

Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber
dari APBDesa;

(2) Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana
dimaksud ayat (1) meliputi :

a. Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola;
b. Pengadaan Barang/Jasa melaiui penyedia

Barang/Jasa di Desa.
(3) Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya

bersumber dari APBDesa, tidak termasuk dalam ruang
lingkup dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 7O Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.



BAB III
PRINSIP DAN ETIKA

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 5
(1) Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya

dilakukan secara swakelola;
(2) Swakelola sebagaimana dimaksud ayat (1),

dilaksanakan dengan cara :

a. Memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari
wilayah setempat;

b. Gotong royong dan melibatkan partisipasi
masyarakat setempat;

c. Memperluas kesempatan kerja; dan
d. Pemberdayaan masyarakat setempat.

Pasal 6
(1) Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana

dimaksud Pasal 5 ayat (1) yang tidak dapat
dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun
keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia
Barang/Jasa di Desa yang dianggap mampu;

(2) Penyedia Barang/Jasa di Desa yang dianggap mampu
sebagaimana dimaksud ayat (l) harus memenuhi
persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha dan Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP);

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2),

Penyedia Barang/Jasa di Desa untuk peke{aan
konstruksi, marnpu menyediakan tenaga ahli dan/ ata.u
peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan
pekerjaan.

Pasal 7
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa adalah sebaqai
berikut :

a. Efisien yaitu harus diusahakan dengan menggunakan
dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas
dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau
menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk
mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang
maksimum;

b. Efektif yaitu harus sesuai dengal kebutuhan dan
sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya;

c. Transparan yaitu semua ketentrran dan informasi
mengenai pengadaan Barang/Jasa di Desa bersifat jelas
dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan
penyedia Barang/Jasa di Desa yang berminat;



Bagian Kedua
Etika

Pasd 8
Para pihak yang terkait dalam pelaks€uraan pengadaan

Barang/Jasa di Desa harus mematuhi Etika sebagai

berikut:
a. Bertanggungiawab;
b. Mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan Desa;

serta
c. Patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

BA'B tV
PENGELOI,AAN I{EGIATA"I{

Bagian Kesaht
Pembentukan Tim Pengelola Kegtatan (TPKf

Pasal 9
(1) Kepala Desa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa;

(2) TPK sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari unsur
Pemerintah Desa dan Unsur kmbaga Kemasyarakatan
Desa;

(3) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2),

adalah Kepala Seksi Kesejahteraan dan/ atau Kepala
seksi lainnya yang memiliki kemampuan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya;

(4) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana
dimal<sud ayat (21, adalah ketua/anggota LPM, yang
secara hirarkis aktif dan memiliki Kompetensi di
bidangnya;

(5) TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:
a. Ketua, berasal dari kepala Seksi Kesejahteraan;
b. Sekretaris, berasal dari unsur LPM;
c. 1 (satu) orang anggota berasal dari unsur Perangkat

Desa dan/ atau dari unsur LPM.

d. Pemberdayaan masyarakat yaitu harus dijadikan
sebagai wahana pembelqjaran bagi masyarakat untuk
dapat mengelola pembangunan Desa menuju
kemandirian masyarakat;

e. Gotong rotong yaitu penyediaan tenaga kerja secara
cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan
kegiatal pembangunan di Desa; dan

f. Akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan
ketentuan yang terkait dengan pengadaan Barang/Jasa
di Desa sehingga dapat dipertanggungiawabkan.



(6) Untuk ditetapkan sebagai pengurus TPK, harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Memiliki integritas, disiplin dan bertanggungiawab
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

b. Mampu mengambil keputusan, serta tidak pemah
terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;

c. Menandatangani pakta Integritas;
d. Tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan

Bendahara Desa dalam struktur Pemerintah Desa;

e. Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok
dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaan.

Pesl 1()

1) Pemerintah Desa menyediakan biaya operasional
kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK);

2l Biaya Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1),

diberikan untuk setiap kegiatan pengadaan

Barang/Jasa di Desa diatas nilai Rp. 50.000.000 (lima
puluh juta rupiah);

3) Besaran biaya operasional TPK untuk setiap kegiatan
sebagaimana dimaksud ayat (2) sebesar 4 % (empat

Perseratus) dari nilai kegiatan dalam APBDesa;
4) Biaya operasional TPK digunakan untuk:

a. Biaya survey lokasi kegiatan;
b. Biaya desain (gambar), dan RAB;
c. Biaya ATK dan Penggandaan / cetak;
d. Biaya makan f minum rapat;
e. Biaya Transportasi;
f. Insentif pengurus TPK;
g. Biaya sertilikasi pekerjaan;
h. Biaya Prasasti;
i. Papan informasi kegiatan;
j. Dan lain-lain (sesuai kebutuhan TPK).

5) Biaya makan/ minum rapat dan biaya transportasi
sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c dan huruf d,
mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

6) Besaran insentif pengurus TPK sebagaimana dimaksud
ayat (4) huruf I diatur dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tugas Dan trIewenaag TPK

Pasal 11
(1) TPK memiliki Tugas dan Kewenangan sebagai berikut:

a. Mengumumkan rencana umum pengadaan
Barang/Jasa di Desa pada tempat yang strategis;

b. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)
berdasarkan harga pasar setempat atau harga pasar
terdekat dari Desa tersebut dengan
memperhitungkan biaya angkutan pengambilan atas
Barang/Jasa di Desa yang akan diadakan;



c. Menetapkan spesifikasi teknis Barang/Jasa di Desa;

d. Khusus pekedaan Konstruksi, menetapkan
gambar/ Desain rencana kerja sederhana;

e. Menetapkan penyedia Barang/Jasa di Desa;
f. Membuat ranczrngarl Surat Perjanjian;
g. Menandatangani Surat Pe{anjian;
h. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen

pengadaan Barang/Jasa di Desa;
i. Wajib memantau kemajuan Iisik semua kegiatan

pekerjaan yang menjadi tanggungiawabnya, dan
selanjutnya dievaluasi setiap minggu untuk
pembuatan laporan bulanan;

j. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi keuangan
dan realisasi fisik pekerjaan yang menjadi
kewajibannya;

k. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil
pengadaan Barang/Jasa di Desa kepada Kepala
Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima
Penyelesaian Pekerjaan.

(2) Khusus pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud
ayat (l) huruf d, TPK dapat menggunakan tenaga
ahli/teknis bidang pembangunan Infrastruktur yang
berasal dari masyarakat Desa setempat dan/atau
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten yang
membidangi pekerjaan umum dan/ atau tenaga
pendamping propesional sesuai dengan keahlian
dibidangnya;

(3) TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau
menandatangani surat pe{anjian dengan penyedia
Barang/ Jasa di Desa apabila:
a. Belum tersedia anggaran;
b. Melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam

APBDesa.

BAB V
PENGN'AAN BARANG/JASA DI DESA

Bagian Kesatu
Melalui Swakelola

Paragraf 1

Ketentuaa Umum

Pasal 12
(1) Swakelola merupakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa

di Desa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan
dan/atau diawasi sendiri oleh TPK;

(2) Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan
persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan,
pelaporan, dan pertanggungiawaban hasil pekerjaan;



(3) Khusus untuk pekedaan atau/ bagian peke{aan
konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan kontruksi
yang membutuhkan tenaga ahli dan/ atau peralatan
berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara Swakelola;

(4) Konstruksi tidak sederhana sebagaimana dimaksud
ayat (3) meliputi kegiatan yang tidak mampu
dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

Paragraf 2
Perencanann

Pasal 13
Perencanaan pengadaan Barang/Jasa di Desa melalui
SwakeloJa meliputj :

a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
b. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan

dan kebutuhan peralatan;
c. Khusus pekedaan konstruksi, menetapkan

gambar/ Desai n rer:cana ke{a sederhana;
d. Spesifikasi teknis (apabilo diperlukan);
e. Menyusun rencana anggaran biaya (RAB);

Paragraf 3
Pelaksaaaan

Pasd 14
(1) Untuk mendukung pelaksanaan Swakelola, pengadaan

Barang/Jasa di Desa yang tidak dapat disediakan
dengan cara Swadaya, dapat dilakukan oleh Penyedia
Barang/Jasa di Desa yang dianggap mampu oleh TPK;

(2) Khusus untuk peke{aan konstruksi, TPK:

a. Menunjuk satu orang anggota sebagai penanggung
jawab teknis pelaksanaan pekerjaan yang dianggap
mampu atau mengetahui teknis kegiatan / peke{ aan;

b. Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas
teknis terkait; dan/ atau

c. Dapat dibantu oleh pekerja (tukang dan/mandor).
(3) Khusus pekerjaan konstruksi bangunan, p,embuatan

dan/ atau peningkatan jalan pedesaan, TPK mengajukan
pencairan dana kepada PKPKDes terbagi tiga tahap
yaitu:
a. Tahap pertama maksimal senilai 40% (empat puluh

perseratus) dari nilai pekerjaan untuk membiayai
pelaksanaan kegiatan;

b. Tahap kedua maksimal senilai 4OYo (emp.t puluh
perseratus) setelah TPK mempertanggunglawabkan
l0O% (seratus perseratus) dari kemajuan pekerjaan
tahap pertama;

c. Tahap ketiga maksimal senilai 20% (dua puluh
perseratus) setelah TPK mempertanggungjawabkan
100% (seratus perseratus) dari kemajuan pekerjaan
pada tahap kedua yang telah dilaksanakan;



d. Bukti pembayaran dianggap sah setelah ada

persetujuan dari Sekretaris Desa selaku Koordinator
Pelaksana Teknis Pengeloaan Keuangan Desa'

(4) Pencairan dana tahap kedua dan tahap ketiga

dilaksanakan setelah dilakukal serlifikasi kemajuan
pekerjaan.

Paragraf4
Sertilikaei Pekerjaan

Pasal 15
(1) Sertilikasi kemajuan pekerjaan sebagaimana dimaksud

Pasa-l 14 ayat (4), dilal<sanakan oleh Tim sertifikasi
pekerjaan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala

Desa melalui Keputusan Kepala Desa;

(2) Tim sertifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat

(1), berasal dari tenaga Ahli dalam bidang pembangunan

Infras truktur sesuai dengan keahliannya;
(3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah

Kader teknis masyarakat Desa setempat yang mendapat

bimbingan dari pendamping profesional;
(4) Dalam hal Kader Teknis masyarakat Desa setempat

sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tersedia, kepala

Desa meminta bantuan kepada Bupati melalui Camat
perihal kebutuhan tenaga Ahli Infrastruktur yang

berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kabupaten yang membidangi peke{aan umum
dan / atau tenaga pendatnping propesional.

Pasal 16
(1) Sertifikasi kemajuan peke{aan dilakukan dengan cara

pemerikasaan sebagian dan/ atau seluruhnya hasil
pekerjaan kegiatan pembangunan Infrastruktur;

(2) Pemeriksaan sebagian dan/ atau seluruhnya
sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam 3

(tiga) tahap meliPuti :

a. Tahap p€rtama yakni pemeriksaan terhadap 4Oo/o

(elmpat puluh perseratus) dari target kegiatan;
b. Tahap kedua yakni pemeriksaan terhadap 8O%

(delapan puluh perseratus) dari target kegiatan;
c. Tahap ketiga yakni pemeriksaan terhadap 1OO%

(seratus perseratus) dari keseluruhan target
kegiatan.

(3) Hasil pemeriksaan setiap tahapan oleh Tim sertifikasi
pekerjaan disampaikan kepada Kepala Desa sebagai

bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan
pembangunan Infrastruktur.



Paragraf 5
Serah Terlaa

BagianKedua
Melalul Peayedla Barang/Jasa

Paragraf 1

Ketentuatr Umum

Pasal 18
(l) Pengadaan Barang/Jasa di Desa melalui penyedia

Barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka mendukung
pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan
Barang/Jasa secara langsung di Desa;

(2) Dalam hal TPK mengundang Penyedia Barang/Jasa di
Desa harus memiliki Kriteria sebagai berikut :

a. Memiliki usaha dengan alamat tetap, jelas dan dapat
dijangkau dengan jasa pengiriman serta usaha yang
masih aktif yang didukung dengan kebenaran usaha
dari Kepala Desa;

b. Untuk pekerjaan kontruksi yang tidak sederhana,
harus mampu menyediakan tenaga ahli dan/ atau
peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan
peke{aan;

c. Memiliki Nomor Pokok W4iib Pajak (NPWP).

Pasal 17
(l) TPK menyerahkan hasil pekerjaan setelah seluruh

pekerjaan dilaksanakan sesu.ai dengan rencana
kegiatan;

(2) Hasil pekerjaan sebagaimana dimalsud ayat (1),

dituangkan dalam Laporan pertanggungiawaban (LPJ)

kegiatan, sekurang-kurangnya memuat :

a. Realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti
pembayaran yang sah;

b. Dokumentasi kegiatan Infrastruktur kondisi 0%,
4Oo/o, 8Oo/o, dan lOO%; dan

c. Lain-lain yang menjadi tanggungiawab TPK.
(3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan,

TPK wajib memperbaiki dan/ atau melengkapi
kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan
dalam rencana kegiatan;

(4) Penyerahan hasil pekerjaan oleh TPK ke Pemerintah
Desa dilakukan setelah pekerjaan selesai 1OO7o (seratus
perseratus) melalui musyawarah Desa yang dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.



Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 19
(1) Dalam perencanaan pengadaan Barang/Jasa di Desa

TPK ha.rus mempertimbangkan :

a. Kondisi/keadaan lapangan yang sebenarnya;
b. Kepentingan masyarakat setempat;
c. Jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah

penyedia Barang/Jasa di Desa yang ada; dan
d. Kebutuhan barang/ bahan.

(2) TPK menyusun rencana Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa di Desa yang meliputi:
a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan nilai

harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari
Desa tersebut dengan memperhitungkan biaya
angkut pengambilan atas Barang/Jasa yang akan
diadakan;

b. Spesifikasi teknis Barang/Jasa (apabila diperlukan)
seperti :

1) Kapasitas mesin (cc) dan transmisi \automatic
atau manual) untuk kendaraan roda 2 (dua);

2) Kapasitas memori dan kecepatan prosesor (RAM)

computer;
3) Bandwidth (kecepatan transfer data) untuk

langganan internet;
4) Dimensi, jenis, dan kualitas material untuk

pembangunan gedung;
5) Dan sebagainya.

c. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai
gambar/ Desain rencana kegiatan.

Paragraf 3
Pelalsanaan

Pasal 20
(1) Pengadaan Barang/Jasa di Desa meliputi :

a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai
dengan Rp. 5O.O0O.OOO,OO (ima puluh juta rupiah);

b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp.

5O.OOO.OOO,OO {lima prlJuh juta rupiah) sampai
dengan Rp. 2O0.000.000,00 (dua rafiis juta rupiah);
dan

c. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp.

2O0.0OO.OO0, OO (dua rahts juta rupiah).
(2) Pengadaan Barang/Jasa di Desa dengan nilai sampai

dengan Rp. 5O.OO0.OOO,OO (lima puluh juta rupiah)
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, adalah sebagai
berikut :

a. TPK melakukan pembelian langsung atas
Barang/Jasa kepada 1 (satu) penyedia Barang/Jasa
yang sebelumnya telah dilakukan survey harga;



b. Pembelian
penawaran

dilakukan tanpa melakukan permintaan
secara tertulis dari TPK dan tanPa

penawaran tertulis dari penyedia Barang f J asa;

c. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) secara

langsung ditempat penyedia Barang/Jasa, dan
dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi;

d. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi
berupa nota, faktur pembelian, atau kwitansi untuk
dan atas nama TPK.

(3) Pengadaan Barang/Jasa di Desa dengan nilai diatas Rp'

5O.0O0.OOO,OO (lima puluh juta rupiah) sampai dengan

nilai Rp. 20O.OOO.0OO,OO (dua ratus juta rupiah)

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah sebagai

berikut:
a. TPK melakukan pembetian langsung kepada 1 (satu)

penyedia Barang/Jasa yang sebelumnya telah

dilakukan survey harga;
b. Pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta

penawaran secara tertulis dari penyedia

Barang/Jasa dengan dilampiri daftar Barang/Jasa
(rincian Barang/Jasa atau ruang lingkup pekerjaan,
volume, dan satuan);

c. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran

tertulis yang berisikan daftar Barang/Jasa (rincian
Barang/Jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume,
dan satuan) dan harga;

d. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan
penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga
yang lebih murah dan berkualitas baik dan
dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi;

e. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi
berupa nota, faktur pembelian, kwitalsi untuk dan
atas nama TPK;

f. TPK mengumumkan data pekerjaan dan penyedia

Barang/Jasa terpilih di papan pengumuman kantor
Desa dan tempat strategis lainnya di Desa sekurang-
kurangnya terdiri dari :

1) Nama barang atau pekedaan yang diadakan;
2) Nama dan alamat penyedia Barang/Jasa;
3) Harga akhir hasil negosiasi (tawar-menawar);
4) Jangka waktu penyerahan barang atau

pelalsanaan pekerjaan ;

5) Tanggal diumumkan.
(4) Pengadaan Barang/Jasa di Desa dengan nilai di atas

Rp. 200.O00.0OO,0O (dua ratus juta rupiah)
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah sebagai
berikut :



a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran
secara tertulis dari 2 (dua) penyedia Barang/Jasa
yang berbeda dilampiri dengan daftar Barang/Jasa
(rincian Barang/Jasa atau ruang lingkup pekerjaan,
volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis
Barang/Jasa yang sebelumnya telah dilakukan
survey harga;

b. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran
secara tertulis yang berisi daJtar Barang/Jasa
(rincian Barang/Jasa atau ruang lingkup pekerjaan,
volume dan satuan) dan harga;

c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis
Barang/Jasa terhadap kedua penyedia Barang/Jasa
yang memasukkan penawaran;

d. Apabila spesifikasi teknis Barang/Jasa yang
ditawarkan:
1) Dipenuhi oleh kedua penyedia Barang/Jasa,

maka dilanjutkan dengan proses negosiasi secara
bersamaan;

2) Apabila dipenuhi oleh salah satu penyedia
Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan
negosiasi kepada penyedia Barang/Jasa yang
dapat memenuhi spesifikasi teknis tersebut;

3) Jika tidak dipenuhinya oleh kedua penyedia
Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses
pengadaan.

e. Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud
pada huruf d angka 3 tidak terpenuhi, maka TPK
melaksanakan kembali proses pengadaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada
penyedia Barang/Jasa di Desa yang lain;

f. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) untuk
memperoleh harga yang lebih murah di antara
kedua penyedia Barang/Jasa tetapi tidak
mengurangi jumlah dan kualitas Barang/Jasa yang
diadakan serta tidak memperpanjang masa
penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan dan
dituangkan ke dalam berita acara Penetapan
Pemenang;

g. Ketua TPK dan penyedia Barang/Jasa
menandatangani surat pedanjian yang berisi
sekurang-kurangnya :

l) Tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
2) Para pihak;
3) Ruang lingkup pekerjaan;
4) Nilai peke{aan;
5) Hak dan kewajiban para pihak;
6) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
7) Ketentuan keadaal kahar; dan
8) Sanksi, termasuk denda keterlambatan; dan
9) Tata cara pembayaran.



h. Pihak penyedia Barang/Jasa yang berwenang
menandatangi Surat Pe{anjian sebagaimana
dimaksud para huruf g, adalah pemilik toko, pemilik
usaha dagang, Direksi dan/ atau pihak lain yang
bukan Direksi atau yang n€rmanya tidak disebutkan
da,lam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sepanjang
pihak tersebut pengurus/karyawan perusahaan
yang berstatus sebagai tenaga keq'a tetap dan
mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang
sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan
Akta Pendirian/Anggaran Dasar bermaterai cukup;

i. TPK mengumumkan narna barang/pekerjaan dan
penyedia Barang/Jasa terpilih dipapan
pengumuman Kantor Desa dan tempat strategis
lainnya sekurang-kurangnya mencantumkan:
1. Nama barang atau pekedaan yang diadakan;
2. Nama dan alamat penyedia Barang/Jasa;
3. Harga hasil negosiasi;
4. Jangka waktu penyerahan barang atau

pelaksanaan pekerjaan;
5. Tanggal diumumkan.

(5) Dalam hal penyedia Barang/Jasa akan menandatangani
kontrak harus menyerahkan jaminan pelaksanaan
dalam bentuk Bank Gara-nsi dengan nilai sebesar paling
sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak.

Paragraf 4
Perubahaa Ruang Lingtup Pekerjaan

Pasal 21
(1) Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara

tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan
perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi:
a. Menambah atau mengurangi volume peke{aan;
b. Mengurangi jenis pekerjaan;
c. Mengubah spesifikasi teknis; dan / atau
d. Melaksanakan pekerjaan tambah.

(2) Untuk perubahan ruang lingkup pekedaan sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d, Penyedia
Barang/ Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada
TPK;

(3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan
Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang
lebih murah;

(4) Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp.
20O.000.OO0,- (dua rahrc juta rupiah), dilakukan
adendum surat pe{anjian yang memuat perubahan
ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.



Paragraf 5
Pembayaran

Pesel22
(1) Pembayaran atas pekerjaan diberikan kepada penyedia

Barang/Jasa setel;a.L pekerjaan selesai sesu.ai ketentuan
perjanjian;

(2) Pembayaran atas pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat
(l), diberikan kepada penyedia Barang/Jasa setelah :

a. TPK melakukan pemeriksaan Barang/Jasa yang
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
Barang/Jasa dan Berita Acara serah Terima
Barang/Jasa

b. Bukti lengkap dan sah.

Paragraf 6
Serah Terima

Pasal 23
(1) TPK menerima pengadaan Barang/Jasa dari penyedia

Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian;
(2) Apabila terdapat kekurangan dalam pengadaan

Barang/Jasa dari penyedia Barang/Jasa TPK,

melaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa selaku
PKPKDes untuk melakukan penundaan pencairan dan
memerintahkan kepada penyedia Barang/Jasa untuk
memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan
pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang disyaratkan
di dalam Surat Pe{anjian.

BAB VI
FORCE /LTEURE,

PEUUTUSAIT SI'RAT PER.'ANJIAI{ DAI| PERSELISIHAIT

Bagian Kesaht
Force Dlqieure

Pasal 24
(1) Force Majeure merupakan salah satu keadaan yang

terjadi di luar kehendak para piha-k dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat
dipenuhi;

(21 Y arg dapat digolongkan sebagai keadaan Force Majeure
dalam Surat Peqianjian Pengadaan Barang/Jasa di Desa
di Desa meliputi:
a. Bencana alam;
b. Bencana sosial;
c. Kebakaran.



(3) Dalam hal terjadi Force Majeure, penyedia Barang/Jasa
di Desa melalui swakelola dan/atau melalui penyedia
BarangfJasa memberitahukan tentang terjadinya
keadaan kahar kepada TPK secara tertulis dalam waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya
keadaan Force Majeure, dengan menyertakan salinan
asli pernyataan Keadaan Force Majeure yang
dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku;

(4) Keterlambatan pelaksanaan pekedaan yang diakibatkan
terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi;

(5) Setelah terjadinya keadaan Force Majeure, para pihak
dapat melakukan kesepakatan kembali, dan selanjutnya
dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 25
Hal-hal yang merugikan pelaksanaan pengadaan
Barang/Jasa di Desa baik melalui swakelola maupun
melalui penyedian Barang/Jasa yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak tersebut tidak
termasuk Katagori Keadaan Force Majeure.

Bagian Kedua
Pemutusaa Surat PerJanjtan

Pasal 26
TPK secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat
Perjanjian Keda apabila :

a. Keterlambatan waktu pelaksanaan pekerjaan akibat
kesalahan penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 14
(empat belas) hari kalender kerja;

b. Penyedia Barang/Jasa lalai dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya
dalam jangka waltu yang telah ditetapkan oleh TPK;
dan

c. Apabila penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan
Korupsi, Kolusi Nepotisme, kecurangan dan/ atau
pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan
oleh instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga
Perselisihaa

Pasal2T
(1) Apabila te{adi perselisihan a.ntara TPK dan Penyedia

Barang/Jasa, maka terlebih dahulu diselesaikan
melalui musyawarah yang dipimpin langsung oleh
Kepala Desa selaku PKPKDes;



(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana
dimaksud ayat (1) tidak tercapai kata mufakat, maka
penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan
Negeri Kabupaten Konawe Selatan.

BAB VII
PENGAWASAN DAIT SAI{KSI

Bagian Kesafu
Pengawasan

Pasal 28
(1) Bupati dan Masyarakat setempat, wajib melaksanakan

pengawasan Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di
Desa;

(2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaiarnana
dimaksud ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat
dan/ atau Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas
Internal Pemerintah (APIP) ;

(3) Setiap pengadual tentang pengadaan Barang/Jasa di
Desa wajib ditindatlanjuti oleh Inspektorat Daerah.

Bagian Kedua
Sanksi

Pagal 29
(1) Penyedia Barang/Jasa di Desa dapat diberikan sanksi

jika terbukti melakukan dengan sengaja, perbuatan
atau tindakan sebagai berikut :

a. Berusaha mempengaruhi TPK atau pihak lain yang
berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik
langsung maupun tidak langsung guna memenuhi
keinginannya yang hrtentangan dengan ketentuan
prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pedanjian Kerja, dan/ atau ketentuan peraturan
perundang-udangan yang berlaku;

b. Melakukan persekongkolan dengan penyedia
Barang/Jasa di Desa lain untuk mengatur Harga
Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa di Desa, sehingga mengurangi/
menghambat, memperkecil dan/ atau meniadakan
persaingan yang sehat dan/ atau merugikan orang
lain;

c. Membuat dan/ atau menyampaikan dokumen
dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk
memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa di
Desa;

d. Mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian
Kerja dengar alasan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan dan/atau tidat< dapat
diterima oleh TPK;



e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
Surat Pe{anjian Keda.

(21 Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan
sanksi berupa:
a. Salksi administratif, berupa peringatan/ teguran

tertulis;
b. Gugatan secara perdata; dan
c. Pelaporan secara pidana kepada pihak yang

berwenang;
d. Penyedia Barang/Jasa di Desa dan/ atau penerima

kuasa dimasukan sebagai dalam daftar hitam (Black

List) paling lama 2 (dua) tahun tidak dapat
mengikuti pengadaan Barang/Jasa tingkat Desa

dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan

huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

(4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi
yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan
sanksi pembatalan sebagai calon pemenang;

(5) Apabila terjadi pelanggaran dan/ atau kecurangan dalam
proses Pengadaan Barang/Jasa, maka TPK:

a. Dikenakan sanksi administrasi;
b. Dituntut ganti rugi; dan/ atau
c. Dilaporkan secara pidana.

(6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (5)

huruf a, berupa Teguran/ peringatan tertulis dan apabila
terjadi pelanggaran dan/ atau kecurangan yang
dilakukan dengan sengaja oleh anggota TPK dalam
proses Pengadaan Barang/Jasa, maka dapat
diberhentikan sebagai pegurus TPK.

Pasal 30
Apabila penyedia jasa konsultan perencanaan (Tenaga Ahli)
tidak cermat dalam menyusun perenca.naan pengadaan

Barang/Jasa di Desa sehingga mengakibatkan kerugian
terhadap pemerintah Desa atas beban biaya APBDesa

dikenakan sanksi berupa keharusan menJrusun kembali
perencanaan dengan beban biaya dari Penyedia Jasa
Konsultan yang bersangkutan, dan/atau dituntut dengan
ganti rugi sesuai perjanjian kerja yang telah disepalati
bersama.



BAB VIII
XETENTUAI{ PEITUTT'P

Pasd 33
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati
Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 5), dicabut dan
dinyatalan tidak berlaku.

Peraturan Bupati
diundangkan.

Pesal 34
mulai berlaku pada tanggal1n1

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe

Selatan.

Ditetapkan di
pada tanggal,

doolo
^0-> 2017

AWE SELI\TAN,

DIr{ DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, On4'L 2Ol7
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BERTTA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR..g..ql

Pasd 31
Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diatur dalam
peraturan ini tid.ak term.asuk pengadaan tanah tmtuk
keperluan Desa.

Pasal 32
Format pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dalam

lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

H.

L_

6.

1

)

5.



Lamplran : PERATURAII BUPATI KOIIAWE SEInTAII
NOMOR , orl TArruN 2017
TAI{GGAL : 06 -OL 2OI7

TATA CARA PEN BARANG JASA DI DESA

FORMAT BARANG/JASA DI DESA

KET.FORMAT

21

Form. AKepu Kepala D tang Pe tukan TPKbem ntenSAetusan1

Form. B, pala tang Sertifika PekerjTim S1 aanKe eD tenSAeK tusanpu
Form. CJ Pakta In tegritas
Form. DSurat Permintaan Penawaran4
Form. ESurat Penawaran Harga5
Form. F6 Daftar Rincian Penawaran Harga Barang /Jasa
Form. GSurat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi7
Form. H8 Berita Acara Klarilikasi dan Negosiasi
Form. I9 Berita Acara PenetaPan Pemenang
Form. J10 Surat Persetujuan Penawaran
Form. KSurat Perjanj ian Kerj asama
Form. LSurat Penyerahan Hasil Pekerjaan12
Form. M13 Sertifikasi Pekerjaan dan Back Up Data
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Form. OBerita Acara Pembayaranl5
Form. PBerita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan16
Form. QLaporan Felaksanaan Pekerjaan17
Form. R18 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
Form. S19 Surat Pesanan

Surat Kesanggupan Kerja20
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Form. V22 Desain/Gambar
Form. WDasar Perhitungan
Form. X24 Rencana Penggunaan Dana (RPD)

Form. Y25 Rencana Anggaran Biaya Total
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XABI'PATEIT KOITAWE SEI,ATA}I
KECAMATAN

KEPUTUSAII KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.........

TENTANG

PEMBENTUI(AN TIM PEilGELOI,A I(EGIATAN ITPK)

DEI{GAN RAHMAT TT'IIAN YANG MAHA ESA

Mengingat

KEpALtt DESA ........................!...!!,
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan

Bupati Konawe Selatan Nomor ...... Tahun 2O... tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Kepala Desa
menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan
Keputusan Kepala Desa tentang
Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14
Nomor 7, Tambahan l,embaran Negara Republik Indinesia
Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemenntah Nomor 47 Tahun 2015
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor
157, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia
Tahr:n 2Ol4 Nomor 168, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2O15 (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tarrl^bahan l*mbaratt Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2O14
tentang Peraturan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 2093);

FORM. A : Keputusan Keoala Desa tentang Pembentukan TPK'

Menlmbang



6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
13671;

7. Peratrrran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1

Tahun 2O16 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 2);

8. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ...... Tahun 2O...
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di
Kabupaten Konawe Selatan;

9. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ...... Tahun 2O...
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

10. Peraturan Desa Nomor ...... Tahun ......
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
(APBDesa) Tahun Anggaran 2O... .

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa
Kecamatan

Menetapkan
Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran
Keputusan ini dan dianggap mampu/ cakap dalam
menjalankan T\rgas dan Pungsi serta tanggungiawab
dibidangnya masing-masing;

Menetapkan besaran Honorarium Tim Pengelola Kegiatan,
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 20.....;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal 20

KEPALA DESA



Lampiran Keputusan KePala Desa
Nomor : ...... Tahun 2O...

20...

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALI\ DESA

20...

N AMA JABATAN
HONORARIUM

(Rp.)
KET.

1 c 3 4 5

1 Ketua
Kasi.
Kesejahteraan

) Sekretaris Unsur LPM

Anggota
Perangkat
Desa/
Unsur LPM

NO.

3.



Menimbang

Mengingat

KABTIPATEN KONAWE SELATAII
KECAMATAN

NOMOR TAHUN..........

TENTAI{G

TIM SERTIFII{ASI PEKERJAAI{

DENGAN RAHITIAT TT'HAN YANG MAIIA ESA

XEPALA DESA .............................!,
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan

Bupati Konawe Selatan Nomor ...... Tahun 20... tentang
Tata Cala Penga.daan Barang/Jasa di Desa, Kepala Desa
menetapkan Tim Sertifikasi Pekedaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan
Kepala Desa tentang Tim Sertifikasi

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia
Nomor 5495);

2. Perahrran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentarlg Desa (Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Perahrran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ol5
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2Ol4 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara frmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peratwan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56941;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2Ol4
tentang Peraturan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2O91);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2O93);

FORM. B : Kepufisan Keoala Desa tentano Tim Sertifrkasi Pekeriaan'

KEPUTT'SAN XEPALA DESA ...,......

Pekerjaan di Desa



Menetapkan
Kesatu

Kedua

Ketiga

Kecmpat

6. Peraturan Kepala kmbaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol3 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor
t3671;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1

Tahun 2O16 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2);

8. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ...... Tahun 2O...
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di
Kabupaten Konawe Selatan;

9. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ...... Tahun 20...
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

lO.Peraturan Desa Nomor ...... Tahun ......
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
(APBDesa) Tahun Anggaran 20... .

MEMUTUSKAN

Menetapkan Tim sertifikasi pekerjaan dari tenaga Ahli
dalam bidang pembangunan Infrastruktur sesuai dengan
keahliannya;

Menetapkan yang narnanya tercantum dalam lampiran
Keputusan ini dan dianggap mampu/cakap dalam
menjalankan Tugas dan Pungsi serta tanggungiawab sesuai
dengan keahliannya;

Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 20.....;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadal<an perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal 20...

KEPALA DESA



Lampiran Keputusan KePala Desa
Nomor : ...... Tahun 2O...

20...

Ditetapkan di
Pada tanggal

XEPALA DESA .............

20...

NO. NAMA PEKERJAAN
JABATAN

DALIIItr TIM KET.

1 2 3 4 5

1 Ketua

.) Sekretaris

3 Anggota



PAKTA INTDGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Jabatan

Alamat Dusun ...... Desa Kecamatan

Dalam rangka pengadaan pada Desa Kecamatan

....Kabupaten Konawe Selatan, dengal ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. ?*an melaporkan kepada Pihak yang bersangkutan apabila mengetahui

ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;

3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan

professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-Undalgan yang berlaku;

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,

bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman

dalam Daltar Hitam, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara

pidana.

20....

(Nama Perusa}taan)

Materai
6.000

FORM. C: PAKTA INTEGRITAS.



FORM. D : Surat Permintaan Penawaran

DESA
TrM PEIYGELOLA XDGIATAIV (TPK'

KECAIUA.TAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Perihal :

Penting

Permintaan Penauraran
Pengadaan Barang/Jasa

20...

Kepada
Yth. Direktur/Pimpinan

Di.-

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan
yang didalamnya terdapat pekerjaan

Adapun spesifikasi teknis yang karni persyaratkan adalah:
1. Ruang lingkup pekerjaan
2. Dattar barang/jasa :

No. Jenis Barang/Jasa Volume Satuan

Selanjutnya, apabila Saudara berminat dan bersedia
melaksanakan pekerjaan tersebut, diminta
segera mengajukan Surat Penawaran.

Surat Penawaran ditujukan kepada Ketua Tim Pengelola
Kegiatal Desa Kecamatan Kabupaten
Konawe Selatan dengan ketentuan sebagai berikut :

l. Surat Penawaran dibuat rangkap 3 (tiga) asli bermaterai Rp.
6.000,00 dan harus sudah kami terima tanggal ..............2O....

2. Surat Penawaran dilampiri :

a. Daftar rincian penawaran harga barang/jasa termasuk
pajak, bea meterai dan jasa penggandaan;

b. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau
surat keterangan usaha dari kepala desa; dan

c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian surat permintaan penawaran pengadaan
Barang/Jasa ini kami sampaikan, atas perkenaannya kami
ucapkan terima kasih.

MENGETAHUI: TIM PENGELOI,A KEGIATAN
KETUA,KEPAI.A DESA



FORM. E: Surat Penawaran Harqa

KOP PEITTEDIA BARANGIJASA

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Penting
. . . . . . . . ( . . . . . . ) Berkas
Penawaran Harga

20

Kepada
Yth. Ketua Tim Pengelola Kegiatan

Desa
Di.-

Menanggapi surat Tim Pengelola
2O... Nomor

Kegiatan Desa

tanggal
perihal Permintaan Penawaran Pengadaan Barang/Jasa, maka
bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk
melaksanakan pekerjaan tersebut.

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar

Rp. Rupiall
dengan rincian sebagaimana terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta, bersama ini kami
lampirkan:
1. Daftar rincian penawar€rn harga barang/jasa termasuk pajak'

bea meterai dan jasa Penggandaan;
2. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/ atau surat

keterangan usaha dari kepala desa; dan
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian Surat Penawaran Harga ini kami sampaikan
untuk menjadikan bahan periksa, dan atas perkenaanya kami
ucapkan terima kasih.

Direktur/Pimpinan



FORM. F: Daftar Pena Haroa / Jasa

KOP PEITYEDIA BARANG/JASA

DAT'TAR RII{CIAN PENAWARAN HARGA BARAITG/JASA
I(EPADA N DAN BEAPAJAK-

No. .Ienls Baraag/Jaea Volume Satuan
Harga
Satuaa

lRp.)

Harga
(Rp.l

Junlah

( Ruptall

20...
Direktur/Pimpinan

tl



FORM. G : Surat Undanoan Klaifikasi dan Neaosiasi

TIII PEr{GELOLA KDGTATAN ("Pry
DF,SA I(ECA,UATAI{ KABUPATEI{ KONAWE SELATAN

Alamat : JIn.

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

20...

Penting
Kepada

Yth. Direktur/Pimpinan

Xlarilikasi Dan Nesosiasi Di.-

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 20...
Nomor perihal Penawaran Harga, bersama ini
kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
l. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga

Saudara, pada prinsipnya kami tidak keberatan, tetapi
berdasarkan harga penawaran yang Saudara ajukan kami
perlu melakukan klarilikasi dan negosiasi harga terhadap
penau/aran Saudara tersebut.

2. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran
Saudara pada :

Hari
Tanggal
Jam
Tempat
Acara

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas
kehadirannya disampaikan terima kasih.

MENGETAHUI:
KEPALA DESA

TIM PENGELOLA KEGIATAN
KETUA,



FORM. H: BeitoAcara dan

ACARA DAIT

NOMOR

Pada hari ini Tanggal Bulan Ta-hun

pada Pukul Wib, dengan mengambil temPat di

......., kami yang bertandatangan di bawah ini telah melakukan

klarilikasi dan negosiasi harga atas pekerjaan

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa

Keca,natan Kabupaten Konawe Selatan dengan pihak Penyedia

Barang/Jasa dari .............
pada saat klarilikasi dan negosiasi harga, pihak Penyedia Barang/Jasa

yang dihadiri oleh menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Penyedia Barang/Jasa dari menyatakan

telah meneijma semua surat yang berkaitan dengan proses peke4'aan

2.Bahwa pihak Penyedia BaranglJasa dari menyambut

baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan

dan semoga kerjasama yang telah berjalan dapat dilanjutkan'

Adapun mengenai pengajuan penawaran untuk melaksanakan

pekerjaan tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia barang/jasa

dari adalah sebesar Rp. ................. ...... ( Rupiah )

termasuk beban pajak dan bea materai;
b. Adapun mengenai rincian jumlah penawaran dapat dilihat dalam lampiran

surat penawaran harga;
c. Setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyang)<ut negosiasi serta

beberapa klarifrkasi maka kedua belah pihak secara bersama-sama telah

menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan Penyedia

Barang/Jasa dari
Rupiah) menjadi sebesar RP.

materai yang harus dibayar Penyedia Barang/Jasa dari
dan selanjutnya Penyedia Barang/Jasa dari
akan membuat dan menyampaikan Surat Penawaran yang baru sesuai hasil

kesepakatan ini dengan rincian sebagai berikut :

No.
Jents

Barang/Jasa
Vol. Sat.

Harga
Sot.

Fenararaa
(Rp.l

Harga
sat.

f,egoaiasl
(np.l

Harga

IrGn-
awaraB

(Rp.l

Harga
IYego-
aiasi
(Rp.l

I 2 3 6 7=1s x S) 8=(3x6)

Jumlqh

Rupiah) termasuk beban pajak dan bea

IIf



d. Kesepakatan lain yang dihasilkan pada saat klarifikasi dan negosiasi harga
adalah bahwa masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses

kerjasama ini ddam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat
setelah proses klarifikasi dan negosiasi harga disepakati dan ditandatangani
oleh kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
dipertanggungiawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20...

Direktur /Pimpinan

Mengetahui:

Tim Pengelola Kegiatan
Ketua,



FORM. I: Acara Penetaoan Pemenano.

BERITA ACARA PENETAPAN PEMEITAITG
NOMOR

PEKERJAAI{

Pada hari ini ?anggal Bulaa ?ahun
pada Pukul Wib, dengan mengambil tempat di
......., kami yang bertandatangan di bawah ini, Tim pengelola

Kegiatan (TPK) Desa Kecamatan Kabupaten
Konawe selatan telah melakukan Penetapan pemenang harga negosiasi atas
pekeqiaan

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa
Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan dengan pihak penyedia
Barang/Jasa dari

Pada saat penetapan pemenang harga negosiasi, pihak penyedia
Barang/Jasa yang dihadiri oteh
sebagai berikut :

l. Melaksanakan proses kegiatan yang telah disepakati bersama sesuai dengan
harga negosiasi dalam pekerjaan

2. Menyelesaikan kegiatan sesuai waktu yang ditentukan dalam surat
Perjanjian Ke{asama.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
dipertanggungiawabkan sesuai peratu ran perund.ang-undangan yang berlaku.

20...

Direktur/Pimpinan Tim Pengelola Kegiatan
Ketua,

bersedia memenuhi hal-hal

Mengetahui :

Kepala Desa



TrM PEIYGET,OLA r(DGIATATY (TPKI
DESA ............... KBCAIIIA'TAN

Alamat: Jln.
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

20...

Penting
.... . . .. (..... .) Berkas

Kepada
Yth. Direktur/Pimpinan

Persetuiuan Penawaran Di.-

Berdasarkan berita acara klarifrkasi dan negosiasi harga
tanggal 20..., maka

pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menerima

dengan penawaran harga yang telah disepakati sebesar Rp.
Rupiah).

Sehubungan hal tersebut, diminta kehadiran Saudara pada:

Hari
Tanggal
Jam
Tempat
Acara : Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama.

Adapun surat perjanjian kerjasama telah kami siapkan
sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas
kehadirannya disampaikan terima kasih.

MENGETAHUI; TIM PENGELOLA KEGIATAN
KETUA,KEPALA DESA

(

FORM. J : Surat Persetuiuan Pena u-toran

Nomor :



FORM. K: Surat Perianiian Keriasamo.

SURAT
NOMOR

XER.'ASAIIA

Pada hari ini Tanggal Rulan Tahun
yangbertempat di kami

I.

bertandatangan dibawah ini :

Nama
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa

Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan.
Alamat
Selanjutnya disebut PIHAK PDRTAMA

II. Nama
Jabatan : Direktur/Pimpinan
Alamat : Jln. .......... Nomor
Selanjutnya disebut PIIIAX KDDAA

PIIIAK PERTATA dan PIIIAS, EEDUA untuk selanjutnya, disebut PARA PIHAK.
Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian
kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasd 1
RUA.trG I,If,GXI'P PEXTR.'AAf,

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjaajian kerjasama ini adalah

Nilai pekerjaan yang
perjanjian kerjasama

Pasal 2
IYILAI PEI(ER^'AAT

disepakati untuk menyelesaikan pekerjaan dalam
ini adalah sebesar Rp.
Rupiah) termasuk pajak dan bea materai.

Pasal 3
HAI( DAIT XEWA.,IBAN

(ll PIfrAX. PER?.{lfA berhak menerima hasil pekerjaan Gpat pada waktunya;
(21 PIIIAX PDRTANA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
(q PIIIAX KEDAA berhak atas pembaJraran untuk penyelesaian pekerjaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
(4) PIHAX XDDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada

waktunya.

Pasel 4
TATA CARA PEMBAYARAIT

(1) Tahap Pertama senilai 1oolo (sepuluh perseratus) dari nilai Surat Pedanjian
Pekerjaan untuk uang muka pelaksanaan kegiatan;

(2) Tahap Kedua senilai 30% (tiga puluh perseratus) setelah progress pekerjaan
mencapai 50 % (lima puluh perseratus);

(3) Tahap Ketiga senilai 4O% (empat puluh perseratus) setelah progress
pekerjaan mencapai 90 % (sembilan puluh perseratus);

(4) Tahap Keempat senilai 2Oo/o (dua puluh perseratus) setelah progress
pekerjaan mencapai lOO 7o (seratus perseratus).



Pasd 5
JANGKA WAKTU PEL/TKSANAA.IT PEXER.'AAIT

Jangka waktu pelaksanaan pekerj'aan adalah ......... (. . . . . . . . . . . . . . . . . .
mulai tanggal
sehingga pekerj

20... sampai dengan tanggal
aan harus selesai dan diserahkan pada tanggal ......20....

Pasal 7
SAIVKSI

2. Membayar denda sebesar
sebesar Rp. ...................... (

........ o/o dari nilai pekerjaan dengan nominal
Rupiah);

3. Gugatan secara perdata; dan / atau
4. Pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

Pasal A
K TENTUAJT PEITUTUP

20...

) hari keq'a
20...

Pasd 6
FORCE MAJEURE

(l) Yang dimaksud dengan fore majanre adalah suatu keadaan yang redadi di
luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan
sebelumnya;

(2) Apabila terjadi keada aa fore majanre sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas wakhr yang telah disepakati
PARA PIHAK, maka PIHIIK reDAA dikenakan sanksi berupa:
1. Sanksi administratif, berupa peringatan/ teguran tertulis;

Perjanjian kedasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dua diantaranya
bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
dipertanggungiawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PT'TAK 
'TDDUADirektur/Pimpinan

PIT]AK PERTA'TA
Tim Pengelola Kegiatan

Ketua,

Kepala Desa
Mensetahui :



KOP PENYEDIA BARANG/ JASA

20...

Nomor
Sifat
l"ampiran
Perihal

Penting
. . . . . . . . ( . . . . . . ) Berkas
Penyerahaa Hasil Pekedaaa

Kepada
Yth. Ketua TPK

Desa
Di.-

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor
mal<a perlu kami sampaikan

tanggal
bahwa pekerjaan

telah selesai dan dengan ini kami kirimkan hasil pelaksanaan pekerjaan

Demikian untuk menjadikan bahan periksa dan atas kerjasamanya
disampaikan terima kasih.

20...

Direktur/Pimpinan

FORM. L : Surat Penuerahan Hasil Pekeiaan.

unhrk diteliti apakah sudah sesuai dengan spesifikasi teknis atau belum.



FORM. Sertifikasi riaan dan Back Up Data.

SERTITII(ASI PEXERJAAN

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Tanggal

Konawe Selatan

Pekerjaan yang dapat diterima :

IIo. Jenis PekerJaan Ukuran Lokasi Kwalltag

Bahan dan alat da t diterima :

Tim Pengelola Kegiatan
Ketua,

Tim Sertilikasi Pekerjaan
Ketua,

No. Jenis Bahan dan Alat Volume Keterangan



BACK UP DATA

No.
Uralan

Kegiatan Sketsa
Dirneasi

Vol. Sat.
P L T Unlt

1 2 4 5 6 7 8

Taaggal Sertifikaei Ilama Jabatan

Kasi. PMD

Kapala Desa

Tim sertilikasi
Ketua

TPK

Masyarakat

9

Tanda Tangan



BERITA ACARA PEMERIKSAAIV IIASIL PEKER.'AAN
NOMOR

Pada hari ini 'tanggal Bulan Tahun
pada Pukul Wib, bertempat di

kami yang bertandatangan di bawah ini seraca bersama-sama telah melakukan
pemeriksaan atas pekerjaan yang telah dikerjakan Penyedia Barang/Jasa dari

Pemeriksaan hasil pekerjaan dipimpin oleh Ketua Tim Pengelola
Kegiatan Desa Kecamatan Kabupaten Konawe
Selatan dengan pihak Penyedia Barang/ Jasa dari

Pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan pihak Penyedia Barang/Jasa
dihadiri oleh ............. ...., dengan hasil sebagai berikut :

l. Bahwa Tim Pengelola Kegiatan Desa Kecamatan
Kabupaten Konawe Selatan menyatakan telah menenma

hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa
dari dan telah sesuai dengan yang
disepaftati bersama;

2. Penyedia Barang/Jasa menyambut baik dan mengucapkan terima kasih
atas kepercayaan yang telah dberikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dua
diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
untuk dipertanggunglawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

20...

Direktur/ Pimpinan Tim Pengelola Kegiatan
Desa

Ketua,

FORM. N : Berita Acara Pemeiksaan Hasil Pekerjaan.

Meneetahui :

Kepala Desa ...... ... ... ... ......



BERITA ACARA PEIIBAYARAIV
NOMOR

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
bertempat di ............... ...., telah dilaksanakan

pembayaran atas pekedaan arrtara :

I. Nama
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa

Kecamatarr Kabupaten Konawe Selatan.
Alamat
Selanjutnya disebut PIHAX, PERTAI$LA

II. Nama
Jabatan
Alamat

Direktur/Pimpinan
Jln Nomor

Selanjutnya disebut PIIIAK I{EDAA

PIIIAK PF,RTeUI berdasarkan Surat pe{anjian Ke{asama Nomor :

tanggal 2O... atas pekerjaan
telah membayar kepada PIIIAI( NEDT A sebesar Rp.

Rupiah).
PIIIAX, I|EDUA berdasarkan Surat pedanjian Nomor

tanggal 20... atas pekerjaan
telah melaksanakan pekerjaan sesuan
pe'fnintaan Prr{Ax PERTAuA dan telah menenma pembayaran atas peke4iaan
tersebut sebesar Rp. ............... ( ... . . .... Rupiah).

Pembayaran tersebut disaksikan oleh ....................., Jabatan Kepala
Desa Kecamatan Kabupaten Konawe
Selatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
dipertanggungiawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

20...

PII'AN PDRTATA
Tim Pengelola Kegiatan

Ketua,

Men
Kepala Desa

ul:

FORM. O : Berita Acara PembaAaran.

PIITAX XEDAA
Direkrur/Pimpinan



FORM. P: BeitaAcara Ha.sil keriaan

BERITA ACARA PEIIERI}IAAII I{ASIL
NOMOR

bertempat di telah dilaksanakan
pene rimaan hasil pekerjaan a/itara:

I. Nama
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa

Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan.

Selanjutnya disebut PIHAK PDRTAMA

II. Nama
Jabatan
Alamat
Selanjutnya disebut PIIIAK KBDUA

PIIIAX PE;RTAffA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan
dalam keadaan baik dari PIEAI< NEDUA sesuai dengan

Surat Pedanjian Ke4iasama Nomor tanggal 20....

PIIIAX KEITUA telah menyerahkan hasil pekerjaan
dalam keadaan baik kepada PIHAN PERTAMA sesuai dengan Surat Pe{anjian
Kerjasama Nomor tanggal 20....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
dipertanggungiawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

20...

Direktur/Pimpinan

PIHAT<KEDUA
Direktur/Pimpinan

PII'AltPF*TNUI
Tim Pengelola Kegiatan

Ketua,

Kepala Desa

Alamat : Jln. ..."'.... Nomor

Mensetahui:



TIU PENGELOLA I(BGIATAN ITPKI
KDCAMA'TAN KABUPATEN KONAWE SELATANDESA

Alamat : Jln.

20...

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Penting
. . . . . . . . ( . . . . . . ) Berkas
Laporan Pelatsanaaa Pekerjaan.

Kepada
Yth. Kepala Desa

Di.-

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan Nomor
Ta}lun tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa

Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan
Tahun Anggaran 20..., bersama ini kami laporkan dengan hormat bahwa
pekedaan
telah selesai dilaksanakan pada tanggal 20....

Adapun dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan
sebagaimana terlampir. (terma.sak dolotm.entasi : O, 4O, BO, 1OO ok).

Demikian untuk menjadikan bahan periksa dan guna seperlunya.

TIM PENGELOLA KEGIATAN
KETUA,

FORM. O : Laporan Pelaksanaan Pekeriaan.



FORM.R:BeritaAcaraSe rah Teima Ha.silPekeriaan

BERITA ACARA SERAII TERI}IA I{ASLL PTI(ER^IAAtr
NOMOR

Pada hari ini Tanggal Bulan
bertempat di

serah terima hasil pekedaan

Tahun
.., telah dilalsanal<an
.... antara :

I. Nama
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa

Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan.
Alamat
Selanjutnya disebut PIIIATC, PERTAMA

II. Nama
Jabatan
Alamat

Kepala Desa Kec
Jln Nomor

Selanjutnya disebut PIHAK XEDAA

PIIIAI< PERTAilA menyatakan bahwa telah menyerahkan penyelesaian
hasil pekerjaan
PIITAI< I{EDUA.

dalam keadaan baik kepada

PIIIAI< I(EDAA telah menerima penyelesaian hasil pekerjaan
dalam keadaan baik dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Benta Acara ini dibuat rangkap S (lima) dua diantaranya
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
dipertanggungiawabkan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAI( I{E.DVA
Kepala Desa

PIIIAI( PTRTA'IA
Tim Pengelola Kegiatan

Ketua,



FORM. S: rat Pesanan.

DESA
TIU PEnGELOI"A XEdiIATAJV (TPX)

KECAMA,TAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

Nomor :

Sifat :

Lampiran '.

Perihal :

Penting

Pesanan Pengadaan Barang/Jasa Di.-

20...

Kepada
Yth. Direktur/Pimpinan

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan
pada pekerjaan
bersama ini kami bermaksud memesan
dengan rincian sebagai berikut :

I[o. Nama Barang/Jasa Satuan Keteranga.a

Demikian Surat Pesanan ini kami sampaikan dan atas kesediaannya
disampaikan terima kasih.

TIM PENGELOLA KEGIATAN
KETUA,

Volume



FORM. T: Str'at oart Kerio-

KOP PEITYEDIA BARANG/JASA

20...

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Penting
........ (......) Berkas
Kesaa(lrupan Kerla.

Kepada
Yth. Ketua TPK

Desa
Di.-

Menaaggapi surat Saudara tangga_l 20...
Nomor perihal Pesanan Pengadaan Barang/Jasa,
bersama ini kami sampaikan kesanggupan kerja pada pekerjaan

dimaksud.
Adapun harga barang/jasa yang kami ajukan adalah

sebesar Rp. .................... (............. Rupiah)
dengan rincian sebagai berikut :

Sebagai bahan pertimbangan untuk pertanggungiawaban
pengadaan barang/jasa, maka kami lampirkan :

l. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/ atau surat
keterangan usaha dari kepala desa; dan

2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian Surat Kesanggupan Kerja ini kami sampaikan
untuk menjadikan bahan periksa, dan atas kedasamanya
disampaikan terima kasih.

Direktur/Pimpinan

Materai
6.000

No. Jenis Barang/Jasa Volume Satuan
Harga
Satualr
(Rp.l

Harga
(Rp.l

&tmla.h



FORM. U : B.A Peneimaan H asil Pekeri aan Berdasarkan Surat Pesanan

BERI?A ACARA PEIYERIUAA"tr
PESANAN PEI{GAI'AAN BARANG/JASA

NOMOR

I Nama
Jabatan

Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan.
Alamat Jln Nomor
Selanjutnya disebut PIHAX, PERTAIIA

II Nama
Jabatan
Alamat
Selanjutnya disebut PIIIAX, I{EDAA

PIHAK P?.RTAMA menyatakan bahwa telah menerima pesanan
pengadaan Barang/Jasa da_lam keadaan baik dari PIIIAX. .KEDUA sesuai
dengan Surat Pesanan tanggal
20....

PIIIAN XEDUA telah menyerahkan pesanan pengadaan Barang/Jasa
dalam keadaan baik kepada PrHAx, PERTAMA sesuai dengan Surat pesanan
tanggal 20... Nomor 20....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dua
diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
untuk dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan perundang-I)nd.angatt yang
berlaku.

20

Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa

Direktur/Pimpinan

PIIIAI( XEDUA
Direktur/Pimpinan

2O... Nomor

PIHAX PERTA.UA
Tim Pengelola Kegiatan

Ketua,

Men
Kepala Desa

ur:

Pada hari ini ............... Tanggal Bulan .............. Tahun
surat pesanan pengadaan Barang/Jasa antara :



FORM. V: Desain Gambar

GAMBAR/DESAIN

Prop{n!l
sulr4ll€s/ TEIGGARi4

Krbupebn
KONAWE SEI,AIAN

06!e

JudulGsmbsr

OibuelODh
TPK

1... _........... _. ___._. __............. )

Krt!a

Ol S.tujuiOtci
Kapde O6aa ...,..,,

Oi prrik.a Ot.h

ir.ng.tetui I

CAMAT ...... . . ...

Nlp

Juml.h Lbr

Loka!i
ousuN ............ .



FORM. W : Daso,r Perhitunoqn.

Kecamatan
bupaten

DASAR PERHITTINGAITI
Jenis Prasaraoa
tokasi
Volume

Di Periksa Oleh : Dibuat Oleh :Oleh

NIP

CaEat .......... Itepale Desa, TPIi

Ketua

Mensetahui



FY)PM. x : Ren"nna Penoounaan I,)no.

REIYCAIYA PENGGUIYAAX DA]VA {RPDI

lIo Progras Kcgiata! votrEe
BlrgB
ArtEs-E

lRDl

&Ehh
blryr
fRDl

suEber Bblre
ADI)
lRel

DD
IRDI

1 JJ 5 6 7 a

F

t

l

t L

t

l

I

t

t-..-

I

JI'UI"AE

KETUA TPKPTPKD
Kordinator

Bendahara Desa,

Satqaa

2

Mengetahui / Menyetuiui
Kcpah De3a



Propinsi
Kabupaten
Kecamatan
Desa

: SuLawesi Tenggara
: Konawe Selatan

futtt
Sumbangan lahan tidak dimasukkan da.lam RAB.

X.tcSod Btryr
I-a Pemb€lian bahan hasil tenaga Eanusia
I-b PeEbelian bahar hasil industri

II-a Pembelian alat tangan
II-b Pembelian/penyewaa! alat mesin

JII-a PeEbsyaran teraga keda urtuk koDstruksi
III-b Pembayaian tenaga untuk penguBpulan bahan

Dis€tujui Oleh :

I(Cprh Dc&,

Meagetahui :

Crart .....,.......

No. RAB :

Program :

Jenis Kegiatan :

Ukuran/Dimensi:
Volume:

.........201...

Disetujui oleh :

PTPSI)
Dibuat oleh :

1?r

Ketua

Di Periksa Oleh

VoluEG JI'ULAII TOTAI
I]RAIAN Totrl

lRpl
A.DD

tRpl
DD
IRD)

Satuaa
irtC3orl
BLF

E|.ft
6rtu.!
(RDI

ADD
(Rp)

DD
(RP)

a=b+c b c d e s=bxf h-cxf
BA.EAT

I Batu Gunung M3
2
3
4
5
6

Besi Beton 12 mm Full (Slt

Pasir Pasang
Kerikil Kali
Semen 50

Dst.
l-"4

M3

Zak

Br8 l

8Eb Totrl U

I
2

3
4
5

Scndok Semen
Gergaji Besi

Dst.....
Gergaji

canctqt
s&pq!g

Rh
Bh
Bh
Bh

Bh
Bh

8ut Totd 2l

I
2

Pekerja
Tukang

Hok
Hok

8ub Totd 3l
OPERASIONAI
I Operasional TPK 47o Hok

sub Tot l 4l
Totrl Blry/r AIrDAI'XAER DAIIA
Tot l BLyr DD

-

-

-

NIP

Kordinator

FORM. Y : Renca nq Anaoaran Biaua Totel.

REXCAXA Af,GGIIRA.f, BIAYA IlCyfAT

M3

6



F()RM. Z : Rekopitulq,si Rean(nna Anooard,n BiJ.ua.

PROVINSI
KABUPATEN
KECAMATAN
DESA

: SULAWESI TENGGARA
: KONAWE SELATAN
: .......,.....
: ...,.........

REXAPITT'LAAI RENCAIIA AITGGARAN BTAYA

Disetujui oleh :

Kepel,a lrcse,

......20....Mengetahui :

Camet
Di Perikea Oleh : Disetujui oleh :

PTPKD,
Dibuat oleh :

TPr,

No Uraian

l(eglatan
Ukuran
Jumlah
No. RAB

Bobot
%

l(€giatan

Ukuran
Jumhh
No. RAB

Eobot
%

l(eglatan
Ukuran
.lumlah

No. RAB

Eobot
%

JUMTAH TOTAT
Bobot

%

ADD OD AOD DD ADD DO ADO DD
I BAHAN (tidak rlu dirinc
lt ALAT tidak dirin

t UPAH k dirinci HOK HOK HOK HO(JUMIAH

OperasionalTPK 4%

JUMLAH

JUMI.AH TOTAI.

NIP Kordinator Ketua

L
F



FY)RM, 4,1 : Ha-sil S)eueu Harqa Bahrin/ Allrt Lokal I

Desa
Kecamatan
Kabupaten

HASIL SURVEY HARGA BAHAIT/ALAT LOKAL I

: Kabupaten Konawe Selatan

Ifo UralaE gat.
Harge

PengolaL
lRpl

Bteya
taaspot

(Rpl

Hatge Tot I
(Rpl

I(et.

1 3 4 6 7

l

Disetujui :

Kordlnetor PTPKD,
Dibuat oleh :

Ketua TPK,

(......................................)



FORM. A.2 : Hasil Svn,a-u Haraa Alat Berat I

Desa
Kecamatan
Kabupaten

Mengetahui :

Nordinator PTPKD,

HASIL SURVPY HARGA ALAT BERAT I

: Konawe Selatah

Ifo. Jcnl! Bahe! / AIst Eatuan IfaEa datr Alabat 8u
Scwa t Jam BBM Bewa t KetGralgqtr

a b c d e 9 f+d+e h
Motor Grader Unit

UnitVibro Roler
Excavator Unit
Whell Loader Unit
Buldoz€r D3 Unit
Buldozer D6 Unit
Dump Truck, 3 m3 Unit
Mobilisasi / Demobilisasi Unit

UnitDst.

Dibuat Oleh
Ketua TPK,

Biava OD€rator

1

o

t
1
!
q
7
8

(............................................) (..,... ..............................)



FORM. A.3 : Hasil Surueu Harea, Bqh.on/Alat & Tenaoa Keria

Hasll Suryel rIarge, Beha!/Alat & Tenasa Kerla

Desa
Kecamatan
Kabupaten Konawe Selatan

I{o. Jenls Ten gr Kerja Satuaa
Illaoa da-o Alalrat Te,raAa l(Grjs

KeteraagatltraEt i .........
Duaun : .......

IfaEa
I)u8ur : ........

l{ama : ,........
Duaua : .....,.

Hok1 Pekerja

2 Tukang Batu Hok

Hok3 Tukang Ka),u

Tukang Besi4 Hok

Mandor5 Hok

6 DsL .

Mengetahui :

Kordlnetor PTPXD,
Dibuat Oleh :

Ketua TPK,

(............................................) (......................................)



FORM. A.4 : Hasil Surueu HarqLas@!2!!4!9b!@tL!

HASIL SURVEY HARGA BAIIAN/ALAT PABRIKASI I

Desa
Kecamatan
Kabupaten : KONAWE SEI.ATAN

I{o. JeEk Bahan / Alat Satuan
IIaEa dsn Alamat Toto Bsngulen NetereEgaa

Harge ToLo Bv. llaasDort HarEa Totrl
Baba!

Alat

Mengetahui :

Kordlnator PTPKD,
Dibuat Oleh :

K6tue TPIL


